Menimbang

Mengingat

BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA -
SKPD) Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2016, perlu
mengatur dan menetapkan Standar Biaya Pemerintah
Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten
Blora Tahun Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578) ;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora
(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Blora Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun
2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Blora Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG

STANDAR BIAYA

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN

2016.



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

(1)

(2)

(1)

(2)

Daerah adalah Kabupaten Blora.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Blora.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada daerah selaku pengguna anggaran.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang

dipimpinnya.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar
penyusunan APBD.

Standar Biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks
yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Blora dalam satu periode tahun anggaran.

Harga satuan adalah besaran harga barang sesuai dengan jenis, spesifikasi

dan kualitas dalam satu periode tertentu.

Pasal 2

Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri dari :
a. standar biaya pegawai;

b. standar biaya barang dan jasa; dan

c. standar biaya barang modal.

Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar biaya berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun
RKA-SKPD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2016 sebagai batas tertinggi
dari nilai belanja pegawai, barang dan jasa, serta modal baik secara
mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran
tertentu.

Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.

3



(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Pasal 4

Dalam hal satuan biaya pegawai untuk honorarium pegawai lintas SKPD
yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan asas kepatutan dan
kewajaran, setelah tercantum dalam RKA-SKPD yang dibahas dengan
TAPD.

Pemberian uang lembur dan uang makan lembur dapat dianggarkan dan
dilaksanakan pada kegiatan yang bersifat mendesak setelah mendapat ijin
dari Bupati.

Pelaksanaan pengadaan barang yang telah tercantum dalam e-catalogue
dapat berpedoman pada patokan harga, jenis, dan spesifikasi yang sudah
tersedia dalam Daftar e-catalogue Portal Nasional yang dikeluarkan oleh
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP).

Standar harga satuan untuk belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya, biaya listrik, air dan, telepon, serta bahan bakar minyak dan gas
agar memperhatikan harga yang ditetapkan oleh pemerintah atau
BUMN/BUMD terkait.

Patokan harga per m? (meter persegi) untuk pengadaan tanah mengacu

pada peraturan yang berlaku.

Standar harga satuan untuk belanja barang modal kendaraan bermotor
dan alat berat beserta suku cadangnya, yang belum tercantum dalam
peraturan bupati ini agar memperhatikan harga yang dikeluarkan oleh
Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) atau distributor resmi.

Standar harga satuan untuk belanja barang modal yang dibuat secara
pabrikasi, yang belum tercantum dalam peraturan bupati ini agar
memperhatikan harga pasar.

Standar harga satuan untuk barang bercorak seni dan budaya ditetapkan

berdasarkan harga wajar.

Standar harga satuan untuk buku ditetapkan berdasarkan harga dasar
yang dikeluarkan oleh penerbit.

Standar harga satuan obat-obatan ditetapkan berdasarkan ketentuan

sebagai berikut :

a. standar harga obat generik berpedoman pada harga satuan yang
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan; dan

b. harga obat non generik sesuai harga netto di apotik atau distributor

resmi.



Pasal 5

(1) Dalam hal satuan biaya belanja barang dan jasa, dan biaya belanja modal
tidak tercantum atau nilainya melebihi dalam Lampiran Peraturan Bupati
ini, maka pengguna anggaran dapat menggunakan standar biaya lain
yang relevan atau menggunakan harga barang dan jasa sesuai dengan
harga pasar yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak yang ditandatangani pengguna anggaran setelah tercantum dalam
RKA-SKPD yang dibahas dengan TAPD.

(2) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 14 Oktober 2015

Pj. BUPATI BLORA,
Cap Ttd.

IHWAN SUDRAJAT

Diundangkan di Blora
pada tanggal 14 Oktober 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap Ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2015 NOMOR 42

Sesuai,dengan aslinya
ulfum Setda Kab. Blora
»

A. KAIDMR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001







